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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
peran sosialisasi prosedur peradilan pidana dalam 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
Permasalahan yang diangkat adalah rendahnya 
pemahaman masyarakat terhadap alur dan 
mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi literatur melalui pengkajian 
jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-
undangan yang relevan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki 
peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, 
sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Sosialisasi 
yang dilakukan secara interaktif dan berbasis media 
digital terbukti lebih efektif dalam menjangkau 
masyarakat luas. Selain itu, sosialisasi hukum juga 
mendorong terbentuknya kesadaran hukum baru 
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
proses penegakan hukum. Oleh karena itu, 
diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inovatif, 
partisipatif, dan berkelanjutan guna mewujudkan 
masyarakat yang sadar hukum. 
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Pendahuluan  

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam 

mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan. Dalam perspektif negara 

hukum, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, 

tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam 

kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019). Namun demikian, realitas di Indonesia 

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, 

yang ditandai dengan tingginya angka pelanggaran hukum serta rendahnya 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Miradhia et al., 2022). Kondisi ini 

mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan 

pemahaman serta internalisasi nilai hukum di masyarakat. 

Secara konseptual, kesadaran hukum merupakan suatu kondisi di mana 

mailto:darrelmichelin@gmail.com1
mailto:radityowirananto@gmail.com2*
mailto:yuni.ginting@uph.edu3


 

 
Vol. 5, No. 04, April, 2026, pp. 654-664 

 
 

655 
 

masyarakat mengetahui, memahami, serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai 

dengan norma hukum yang berlaku. Konsep kesadaran hukum mencakup empat 

indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan 

pola perilaku hukum (Soekanto, 2019). Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh 

mana individu mengetahui adanya aturan hukum, sedangkan pemahaman hukum 

merujuk pada kemampuan individu dalam memahami isi dan tujuan hukum 

tersebut. Sementara itu, sikap hukum mencerminkan penerimaan individu terhadap 

hukum, dan pola perilaku hukum menunjukkan sejauh mana individu mematuhi 

hukum dalam kehidupan sehari-hari. 

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat seringkali disebabkan oleh 

kurangnya akses terhadap informasi hukum yang memadai serta minimnya edukasi 

hukum yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa 

keterbatasan informasi hukum dapat menghambat terbentuknya perilaku taat hukum 

di masyarakat (Agustina, 2022). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap hukum juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti 

meningkatnya konflik serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum 

(Salwa, 2022). 

Dalam konteks sistem peradilan pidana, pemahaman masyarakat terhadap 

prosedur hukum menjadi sangat penting. Sistem peradilan pidana merupakan suatu 

mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dalam menangani 

tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga 

pemeriksaan di persidangan (Atmasasmita, 2018). Prosedur peradilan pidana ini 

diatur secara sistematis dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menjamin 

keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. 

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami alur 

prosedur tersebut secara komprehensif. 

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur peradilan pidana 

dapat berdampak pada munculnya kesalahpahaman terhadap proses hukum, bahkan 

dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum. Hal ini 

menunjukkan pentingnya upaya edukasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan 

kepada masyarakat. Salah satu bentuk edukasi hukum yang dapat dilakukan adalah 

melalui sosialisasi hukum. 

Secara konseptual, sosialisasi hukum merupakan proses penyampaian 

informasi dan nilai-nilai hukum kepada masyarakat agar mereka memahami serta 

mematuhi aturan yang berlaku. Sosialisasi hukum bertujuan untuk meningkatkan 
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pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat (Ali, 2021). Dalam 

teori sosialisasi hukum, proses ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, seperti penyuluhan hukum, media massa, 

maupun platform digital. Efektivitas sosialisasi hukum sangat dipengaruhi oleh 

metode penyampaian, tingkat pendidikan masyarakat, serta akses terhadap informasi 

hukum. 

Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki peran yang 

signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama jika 

dilakukan secara berkelanjutan dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan 

karakteristik masyarakat (Lira, 2024). Selain itu, kegiatan sosialisasi hukum yang 

berbasis media digital dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas di era 

modern (Rifa’i et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi hukum 

perlu terus dikembangkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan 

kebutuhan masyarakat. 

Dalam kerangka teori, hubungan antara sosialisasi hukum dan kesadaran 

hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan komunikasi hukum, di mana informasi 

hukum yang disampaikan secara efektif akan mempengaruhi pengetahuan, sikap, 

dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Semakin intensif dan tepat sasaran 

sosialisasi hukum yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran 

hukum masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk budaya 

hukum di masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sosialisasi prosedur 

peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut masih 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode penyampaian, akses informasi, serta 

karakteristik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran sosialisasi prosedur peradilan pidana dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi strategi sosialisasi yang efektif 

berdasarkan kajian literatur. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi literatur (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara 

konseptual mengenai sosialisasi prosedur peradilan pidana dalam meningkatkan 
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kesadaran hukum masyarakat melalui kajian berbagai sumber ilmiah yang relevan 

(Zed, 2020). 

Subyek pengabdian dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai kelompok 

yang membutuhkan pemahaman terhadap prosedur peradilan pidana. Fokus kajian 

diarahkan pada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi 

hukum, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan 

kesadaran hukum (Lira, 2024). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional tahun 2022–2026, buku 

referensi tahun 2018–2026, serta peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan sistem peradilan pidana (Atmasasmita, 2018). Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai 

literatur yang sesuai dengan topik penelitian (Sugiyono, 2020). 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif 

dengan teknik content analysis. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, 

mengelompokkan, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk 

memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait peran sosialisasi hukum dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Krippendorff, 2019). 

Tahapan penelitian meliputi:  

(1) identifikasi permasalahan terkait rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat;  

(2) pengumpulan data melalui studi literatur;  

(3) klasifikasi data berdasarkan tema;  

(4) analisis data; serta  

(5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi (Rifa’i et al., 2024).  

 

Hasil  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi prosedur peradilan pidana 

memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, 

terutama dalam konteks pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam proses 

hukum. Berdasarkan hasil kajian literatur, dinamika proses pendampingan 

masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum menunjukkan adanya variasi 

pendekatan yang digunakan, mulai dari penyuluhan langsung, edukasi berbasis 

komunitas, hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi 
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hukum (Lira, 2024). 

Dalam praktiknya, kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh berbagai 

pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi 

masyarakat, umumnya dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prosedur peradilan 

pidana (Rifa’i et al., 2024). Kegiatan ini meliputi penyampaian materi mengenai 

tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, serta penjelasan 

mengenai hak-hak masyarakat dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan tingkat pengetahuan 

masyarakat secara signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya 

memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum (Agustina, 2022). 

Selain penyuluhan secara langsung, bentuk aksi lain yang berkembang adalah 

penggunaan media digital sebagai sarana sosialisasi hukum. Pemanfaatan platform 

media sosial dan website dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas, 

khususnya generasi muda yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi (Rifa’i et 

al., 2024). Melalui media digital, informasi mengenai prosedur peradilan pidana dapat 

disampaikan secara lebih interaktif dan mudah dipahami, sehingga mampu 

meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap edukasi hukum. Hal ini menunjukkan 

adanya transformasi dalam metode sosialisasi hukum dari yang bersifat konvensional 

menjadi lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Dinamika proses pendampingan masyarakat dalam sosialisasi hukum juga 

menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi antara masyarakat dan aparat 

penegak hukum. Sosialisasi yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif mampu 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena 

masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pemahaman hukum (Salwa, 2022). 

Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih 

aktif dalam mengikuti prosedur hukum serta melaporkan pelanggaran yang terjadi 

di lingkungan sekitar. 

Dari sisi perubahan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi 

hukum mampu mendorong terbentuknya kesadaran hukum baru di masyarakat. 

Kesadaran ini ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap 

aturan hukum serta perubahan sikap yang lebih positif terhadap hukum (Miradhia et 

al., 2022). Masyarakat yang sebelumnya tidak memahami prosedur peradilan pidana 

mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses 

hukum, sehingga terjadi peningkatan literasi hukum secara bertahap. 
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Selain itu, sosialisasi hukum juga berkontribusi dalam membentuk perilaku 

hukum yang lebih baik di masyarakat. Perubahan perilaku ini dapat dilihat dari 

meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum serta berkurangnya 

tindakan pelanggaran hukum dalam skala tertentu (Agustina, 2022). Hal ini 

menunjukkan bahwa sosialisasi hukum tidak hanya berdampak pada aspek kognitif 

(pengetahuan), tetapi juga pada aspek afektif (sikap) dan konatif (perilaku) 

masyarakat terhadap hukum. 

Dalam beberapa kasus, kegiatan sosialisasi hukum juga mampu memunculkan 

peran tokoh masyarakat sebagai agen perubahan (local leader) dalam penyebaran 

informasi hukum. Tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik 

dapat menjadi perantara antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga 

proses sosialisasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan (Rifa’i et al., 2024). 

Keberadaan local leader ini sangat penting dalam memperkuat keberlanjutan 

program sosialisasi hukum di tingkat komunitas. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa 

kendala dalam pelaksanaan sosialisasi hukum, seperti keterbatasan sumber daya, 

rendahnya minat masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam metode penyampaian 

materi hukum. Kendala ini menyebabkan sosialisasi hukum belum dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat secara optimal (Lira, 2024). Selain itu, kesenjangan tingkat 

pendidikan dan literasi hukum juga menjadi faktor penghambat dalam proses 

internalisasi nilai-nilai hukum di masyarakat. 

Meskipun terdapat berbagai kendala, secara umum sosialisasi prosedur 

peradilan pidana tetap menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya perubahan pola pikir masyarakat 

yang mulai memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari serta 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum (Salwa, 2022). 

Dengan demikian, sosialisasi hukum dapat dikatakan sebagai salah satu strategi yang 

efektif dalam mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih sadar 

hukum. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi hukum 

sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan serta tingkat partisipasi masyarakat. 

Sosialisasi yang dilakukan secara interaktif dan berbasis kebutuhan masyarakat 

cenderung lebih efektif dibandingkan dengan metode yang bersifat satu arah 

(Miradhia et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam strategi sosialisasi 

hukum agar dapat menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang beragam. 
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Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sosialisasi 

prosedur peradilan pidana memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat. Proses ini tidak hanya menghasilkan peningkatan 

pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku 

masyarakat terhadap hukum, serta menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif 

bagi penegakan hukum di Indonesia (Agustina, 2022). 

 

Diskusi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi prosedur peradilan pidana 

memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, 

baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Temuan ini sejalan dengan 

teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap hukum 

merupakan tahap awal dalam membentuk kepatuhan hukum di masyarakat 

(Soekanto, 2019). Dalam konteks ini, sosialisasi hukum berfungsi sebagai media 

komunikasi yang menjembatani antara norma hukum dengan masyarakat sebagai 

subjek hukum. 

Dari perspektif teoritik, proses sosialisasi hukum dapat dijelaskan melalui 

pendekatan sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat (Ali, 

2021). Sosialisasi hukum menjadi instrumen penting dalam mentransformasikan 

nilai-nilai hukum ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan edukasi hukum 

cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi hukum (Lira, 2024). 

Dalam dinamika pelaksanaan pengabdian masyarakat, proses sosialisasi 

hukum menunjukkan adanya perubahan bertahap yang dimulai dari peningkatan 

pengetahuan hingga terbentuknya perilaku hukum yang lebih baik. Proses ini sejalan 

dengan konsep internalisasi nilai hukum, di mana individu tidak hanya mengetahui 

hukum, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Soekanto, 2019). Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai 

transfer informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan budaya hukum di 

masyarakat. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan 

memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penyampaian informasi hukum. 

Sosialisasi yang dilakukan secara interaktif dan partisipatif cenderung lebih efektif 
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dibandingkan dengan metode satu arah (Rifa’i et al., 2024). Hal ini sejalan dengan 

teori komunikasi yang menyatakan bahwa keterlibatan audiens dalam proses 

komunikasi dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan pesan yang 

disampaikan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi salah satu strategi 

yang penting dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum. 

Selain itu, pemanfaatan media digital dalam sosialisasi hukum juga menjadi 

salah satu faktor penting dalam meningkatkan jangkauan dan efektivitas edukasi 

hukum. Di era digital, masyarakat lebih mudah mengakses informasi melalui 

berbagai platform online, sehingga sosialisasi hukum yang berbasis digital memiliki 

potensi yang besar untuk menjangkau masyarakat luas (Rifa’i et al., 2024). Temuan ini 

menunjukkan adanya transformasi dalam metode pengabdian masyarakat, dari yang 

sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. 

Dari sisi perubahan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi 

hukum mampu menciptakan kesadaran hukum baru di masyarakat yang ditandai 

dengan meningkatnya pemahaman terhadap prosedur peradilan pidana serta 

perubahan sikap yang lebih positif terhadap hukum (Miradhia et al., 2022). Perubahan 

ini merupakan indikator penting dalam proses transformasi sosial, di mana 

masyarakat mulai beralih dari kondisi kurang sadar hukum menuju masyarakat yang 

lebih patuh terhadap aturan. 

Selain itu, munculnya tokoh masyarakat sebagai agen perubahan (local leader) 

dalam proses sosialisasi hukum juga menjadi salah satu temuan penting dalam 

penelitian ini. Keberadaan local leader dapat memperkuat keberlanjutan program 

sosialisasi hukum, karena mereka berperan sebagai perantara antara masyarakat dan 

aparat penegak hukum (Rifa’i et al., 2024). Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan 

masyarakat yang menekankan pentingnya peran aktor lokal dalam mendorong 

perubahan sosial yang berkelanjutan. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala 

dalam pelaksanaan sosialisasi hukum, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya 

minat masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam metode penyampaian informasi 

hukum. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi hukum 

masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan strategi yang lebih adaptif dan 

inovatif (Lira, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, 

termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dalam meningkatkan kualitas 

sosialisasi hukum. 

Secara keseluruhan, hasil diskusi ini menunjukkan bahwa sosialisasi prosedur 
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peradilan pidana memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat. Proses ini tidak hanya berdampak pada peningkatan 

pengetahuan hukum, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat, 

serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik di masyarakat 

(Agustina, 2022). 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi prosedur peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi hukum tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses 

pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Melalui 

sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka 

dalam sistem peradilan pidana, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam 

proses penegakan hukum. 

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap hukum, yang dapat 

ditingkatkan melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan dan adaptif. Dari 

perspektif pengabdian masyarakat, sosialisasi hukum juga terbukti mampu 

mendorong terjadinya perubahan sosial, seperti meningkatnya kepatuhan hukum, 

terbentuknya kesadaran hukum baru, serta munculnya peran tokoh masyarakat 

sebagai agen perubahan. 

Namun demikian, efektivitas sosialisasi hukum masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya minat masyarakat, serta 

kurangnya inovasi dalam metode penyampaian. Oleh karena itu, diperlukan 

pengembangan strategi sosialisasi hukum yang lebih inovatif, partisipatif, dan 

berbasis teknologi agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif. 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kolaborasi 

antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menyelenggarakan program 

sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan media digital perlu 

dioptimalkan sebagai sarana edukasi hukum yang lebih modern dan mudah diakses 

oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sosialisasi prosedur peradilan 

pidana dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat 

yang sadar hukum dan berkeadilan. 
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